BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Penelitian ini telah menjelaskan tentang Model Pentahelix
Collaborative Governance dalam Strategi Pembiayaan Program
Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di
Lemhannas RI. Maka kesimpulan dalam penelitian faktor penghambat dan
factor pendukung, serta strategi yang dilakukan untuk solusi penangannya.
meliputi permasalahan yang dihadapi dalam Strategi Pembiayaan Program
Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di
Lemhannas RI mulai dari permasalahan kecilnya anggaran serta kolaborasi
yang dioptimalkan dengan para Pengusaha dan Media Massa.

Terdapat beberapa faktor penghambat kolaborasi yakni: tugas,
fungsi dan kewenangan yang masih tersekat-sekat dalam urusan sektoral
masing-masing Stakeholder, serta belum optimalnya pemahaman tugas
dan fungsi Lemhannas RI khususnya Program Pembinaan dan
Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dari para Stakeholder.
Strategi yang dilakukan peneliti dalam menghadapi faktor penghambat
adalah Penegasan kembali Tugas dan Fungsi Kolaborasi serta penguatan
pada Lemhannas Sendiri khususnya Kedeputian Taplai Kbs. dan Biro
Humas untuk lebih intens tentang publikasi tugas dan fungsi Lemhannas
RI, Melakukan Kunjungan kerja oleh Pimpinan Lemhannas dan didampingi
Kepala Biro Humas dan pejabat lainnya ke Kantor Redaksi Media Massa
dan bertemu Pimpinan Redaksi dan pejabat lainnya membahas tentang
bentuk kerjasama. Begitu juga kunjungan ke Para Pengusaha oleh
pimpinan Lemhannas dan kepala Biro bertemu dengan pejabat untuk

berdiskusi dan berkolaborasi tentang pembiayaan dan kegiatan Taplai Kbs.
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Serta penguatan Komunikasi dan koordinasi dengan Stakeholder terkait
guna penguatan kegiatan Taplai Kbs. Lemhanns RI.

Faktor pendukung Pembiayaan Program Pembinaan dan
Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI
diantaranya adalah seperti dukungan kebijakan dari Pemerintah (K/L)
dengan semakin meningkatnya anggaran Taplai Kbs. setiap tahunya serta
banyaknya pejabat tinggi yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam
kegiatan Taplai Kbs. Makin banyaknya Media Massa yang mengundang
Gubernur Lemhanns RI untuk jadi Narasumber baik di Media Massa,
Perguruan Tinggi, Seminar para pengusaha dIll. Yang menandakan
Lemhannas sangat dipandang dan di hormati. Serta Animo para kelompok
Pengusaha untuk mau bekerjasama dengan Lemhannas berlanjut di
selenggarakannya MoU dan diteruskan ke PKS dengan Lemhannas RI.

Serta Strategi yang dilakukan peneliti meliputi evaluasi, identifikasi
permasalahan dan kendala-kendala serta analisis data untuk peningkatan
besarnya anggaran Progam Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan
Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI seperti pelibatan Pimpinan Media
Massa dan Pimpinan Pengusaha dalam hal perumusan kebijakan dalam
acara FGD pada Tema Taplai Kbs. dan kajian lainnya di Lemhannas RI,
membuat Program Pembinaan dan, koordinasi dan konsultasi dengan DPR
Rl guna pembuatan UU tetang Lemhannas RI, Kerjasama dengan
Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika
RI, Dewan Pers, Lembaga Penyiaran (Statiun TV, Media Cetak, Online dan
Radio), Perhimpunan Pengusaha, Forum Coffee Morning Lemhannas RI
dengan Para Pemimpin Redaksi dan Pengusaha, serta hasil kajian
strategis tentang pentingnya Tapalikbs.

Dampak dari Strategi yang disarankan peneliti adalah akan semakin
meningkat dan besarnya anggaran/pembiayaan untuk kegiatan Taplai Kbs.
baik dari APBN atau Non APBN, semakin tingginya animo para Stakeholder
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untuk mau bekerjasama dengan Lemhannas RI, Pemberitaan tentang
Lemhannas RI tentang kegiatan Taplai Kbs. dan pengetahuan,
pemahaman, implementasi nilai-nilai kebangsaan serta kesadaran tentang
berbangsa dan bernegara semakin tinggi akibat seringnya pemeberitaan di
media massa. Serta kesadaran para pengusaha tentang nilai-nilai
kebangsaan dalam berusaha semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas

mendukung Pembangunan Nasional.

B. Saran.

Menindaklanjuti  kesimpulan  hasil penelitian  Collaborative
Governance Model Pentahelix dalam Program Pembinaan dan
Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, beberapa saran atau
rekomendasi guna perbaikan Program Pembinaan dan Pelaksanaan
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan ke depan, untuk menjawab
permasalahan riil Lemhannas RI dan sinergitas antar stakeholder yang

selama ini yang belum optimal. Berikut dipaparkan beberapa rekomendasi

tersebut:
1. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk Lemhannas RI
sebagai solusi dalam menentukan arah dan kebijakanya pada
Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan agar dapat lebih optimal.
2. Lemhannas RI perlu melakukan Kolaborasi dengan banyak

Pihak yang Strategis seperti Pemerintah (K/L), Perguruan
Tinggi, Media Massa, Pengusaha, dan Masyarakat sebagai
Sumber Daya melalui Perjanjian Kerja Sama atau MoU yang
memuat peran, tugas, wewenang dan tanggungjawab
sehingga memiliki komitmen dalam melakukan dukungan

kegiatan dan anggaran Taplai Kbs.
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Diperlukan Penelitian lanjutan guna merumuskan Model dan
Strategi yang lebih tepat dan tajam terkait dengan Strategi
Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI,
mengingat penelitian ini merupakan penelitian awal dalam
Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI.
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